BAB IV
ANALISISTERHADAP KEBERADAAN BARANG JAMINAN DALAM
PEMBIAYAAN DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
(STUDI KASUSDI BMT HUDATAMA SEMARANG)

A. AnalisisKedudukan Barang Jaminan di BMT HUDATAMA Semarang
BMT HUDATAMA sebagai bentuk lembaga keuangan nomkba

beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari’akanlembaga ini pun
berorientasi pada profitcommercial. Salah satu kegiatannya adatahding,
(memberikan pembiayaan

BMT HUDATAMA dalam memberikan kredit harus melalannya
berdasarkan analisis pemberian kredit yang memadar, kredit-kredit yang
diberikan oleh koperasi itu adalah kredit-kredingaidak mudah menjadi
kredit macet, bila kredit-kredit yang diberikan lolsuatu bank banyak
mengalami kemacetan, sudah barang tentu akan mehkap
kemampuannya dalam melaksanakan kewajiban terhpdep penyimpan
dananya, karena kemampuan bank untuk dapat memkaydrali simpanan
dana masyarakat banyak tergantung pula dari kemamgaank untuk
memperoleh pembayaran kembali pembiayaan yangikhioeoleh koperasi
tersebut kepada nasabahnya.

Jaminan ini ada hubungannya dengan resiko, yaituuphe
kemungkinan terjadinya penunggakan atau kredit tngoey mengakibatkan

dana tidak produktif, atau menjadi hilang sama lsekpabila hal ini betul-

! Wawancara dengan Agus Sugeng pegawai BMT HUDATAM#&rang tgl 14 April
2014,
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betul terjadi berarti kerugian pada Koperasi Unin@@n Pinjam pemberi
pembiayaan. Untuk mengatasi resiko tersebut, Hibakrasi mensyaratkan
dalam perjanjian bahwa setiap yang diberikan, gpalalam jumlah besar
selalu disertai jaminan (agunan). Nilai barang jani itu biasanya selalu
lebih besar daripada nilai pembiayaan yang dibarika

Dalam perkembangan praktek pemberian pembiayaaryata tidak
cukup hanya berdasarkan keyakinan atau kepercdygmada pihak ketiga
melainkan perlu disertai jaminan berupa barang.iafetpemberian
pembiayaan selalu disertai barang jaminan guna amtisgpasi kemungkinan
terjadinya wan prestasi atau kemacetan dalam pdrajem pembiayaan.
Dalam Pasal 8 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 dkentbahwa dalam
memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai kegaki atas
kemampuan dan kesanggupan ketiga untuk melunasindgnya sesuai
dengan yang diperjanjikan.

Dalam penjelasan Pasal 8 tersebut dinyatakan bakvedalit
(pembiayaan) yang diberikan oleh bank mengandusiga.esehingga dalam
pelaksanaannya bank harus memperhatikan asasekasdian yang sehat.
Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pembekesdit dalam arti
keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan ketigiak unelunasi
utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, merup&ddor penting yang
harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh kiega tersebut,
sebelum memberikan kredit bank harus melakukanlgianiyang seksama

terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prosada dari ketiga.
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Mengingat bahwa agunan menjadi salah satu unsumganpemberian kredit,
maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telatddiperoleh keyakinan
atas kemampuan ketiga mengembalikan hutangnyajaagdapat hanya
berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiagmgan kredit yang
bersangkutan. Bank tidak wajib menerima agunanpaeharang yang tidak
bertalian langsung dengan objek yang dibiayai, yiazgn dikenal dengan
“agunan tambahan”.

Dalam prakteknya BMT/koperasi dalam pemberian pagazn/
kredit selalu menjalankan “sistem pengaman”, yaianilai calon ketiga dari
berbagai aspek. Aspek-aspek dalam pemberian Keddt dikenal prinsip
the 5 C’s. Pada sasarannya konsep 5 C ini akan depaberikan informasi
mengenai itikad baikwillingness to payylan kemampuan membayab{lity
to pay nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserigdnya.

1. Character (Watak Calon ketiga)
Sifat-sifat calon ketiga, baik perusahaan mauparsgobrangan, yang
tercermin dalam kemauan (willingness) dan bertanggiawab atas
kewajibannya. Sifat-sifat tersebut adalah integrasiara keterbukaan.
Kejujuran, kemauan keras, rasa tanggung jawab, drafnbaik, tekun,
tidak berjudi, hemat/ efisien, sabar, konsultatih debagainya.

2. Capacity (Kemampuan)
Kemampuan manajemen mengkombinasi-kan sumber degmproduksi
barang/ jasa yang dibutuhkan masyarakat dan meiigirapendapatan.

Dalam cakupan kemampuan calon ketiga untuk mekglealikan /
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menghitung penghasilan sebagai gambaran kemampaanmiuk
melunasi kredit.
3. Capital (Permodalan)
Analisis modal untuk dapat menggambarkan struktapitél, dengan
demikian bank-bank dapat melihat besar/ kecil tasggung jawab calon
ketiga (resiko). Modal terdiri dari modal sahampjaman bank dan
pinjaman pihak ketiga lainnya. Hal ini dapat ditihdari neraca dan
buktibukti akuntansi lainnya.
4. Collateral (Jaminan)
Analisis terhadap jaminan kredit untuk meyakinkaranlb atas
kesanggupan ketiga dalam melunasi kreditnya. Jamgapat berupa
jaminan pokok, yaitu jaminan yang dibiayai dengaedik dan jaminan
tambahan merupakan jaminan selain jaminan pokok.
5. Condition (Kondisi)
Merupakan analisis terhadap suatu keadaan/ kongisig dapat
diantisipasi dampaknya atas jalannya kegiatan usakatiga, oleh
sebabsebab perkembangan ekonomi moneter, keuamghankan, dan
berbagai kebijakan nasional.
Dari kelima aspek terebut karakter merupakan fatleigrenting dalam
penilaian pemberian pembiayaan (kredit) karenadienk dengan keinginan
seseorang untuk melakukan pembayaran utang. KendatiBMT

HUDATAMA telah bertindak sesuai dengan prinpipdencehati-hati) akan
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tetapi di dalam prakteknya masih ditemukan bebekagzas terkait dengan
pembiayaan. Antara lain sebagai berikut:
1. Pembiayaan Tanpa Adanya Jaminan

Sebagaimana telah disebutkan pada bab Il, bahwh satu produk
pembiayaan yang diberikan oleh BMT HUDATAMA adal&uardh al-
Hasan Dalam prakteknya bahkan pembiayaan dalam skematidak
menggunakan jaminan. Bahkan ketiga hanya berkiearajmegambalikan
pokok (jumlah uang yang diberikan) saja, tanparmikan bagi hasilnya.

Umumya Qardhul hasan diberikan kepada nasabahtgéaigdikenal
berkarakter baik, dan yang tidak mampu serta pgrabra yang diajukan
tidak mencapai sejumlah Rp. 500.600.

Ardh al-Hasanini juga menjadi salah satu solusi altuntuk menirna

untuk menangani pembiayaan yang bermasalah hiahga tmacet.

2. Bentuk Barang Jaminan yang Beragam
Di BMT, jaminan yang dapat digunakan adalah sunettsberharga
seperti : sertifikat tanah, Surat Keputusan Pegalaai Bukti Pembayaran
Kendaraan Bermotor. Apabila nasabah tidak mempuswyait-surat berharga
maka jaminannya dapat berupa barang yang pengagmatibiayai oleh

BMT.

> Wawancara dengan Dina Nasihatul Auliya pegawai BMUDATAMA Semarang tgl
14 April 2014.

* Untuk beberapa BMT HUDATAMA bahkan ada yang tidakenawarkan Produk
gardhul hasan karena dinilai tidak dapat memberjgamnan terhadap pelunanasan utang. Ada
juga BMT HUDATAMAyang menawarkan produk ini dengketentuan khusus misalnya sumber
dana yang dipakai berasal dari dana ZIS, dengasaajumlah < satu juta.
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Barang Jaminan yang dapat digunakan di BMT HUDATA&GRalah:
a. Sertifikat tanah atau surat bangunan lainnya.
b.  Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

c.  Surat Keputusan (SK) Pegawai.

Q

Slip Gaji (Struk Gaji) dan Pensiun (Karip).

e.  Akta Nikah.

Disamping itu juga ditemukan banyak beberapa BMTDATAMA
yang menggunakan jaminan berupa :

a. Surat Perintah Kerja (SPK),

b. Deposito,

c. Tabungan,

d. Dan bahkan ada ditemukan beberapa BMT HUDATAMA yang
menerima jaminan berupa dokumen pribadi misalngaah, Surat
ljin Pasar*

Nilai barang jaminan itu biasanya selalu lebih begaipada nilai
pembiayaan / kredit yang diberikan. Jaminan ini hdbungannya dengan
resiko, yaitu berupa kemungkinan terjadinya penakgg atau kredit macet
yang mengakibatkan dana tidak produktif, atau nietjgang sama sekali.

Beragamnya jenis barang jaminan yang dipakai oleNTB
HUDATAMA menurut penulis akibat beragamnya masyatakecil yang
menjadi nasabah yang tidak mempunyai jaminan sébaga yang

ditetapkan oleh peraturan.

* Wawancara dengan Agus Sugeng pegawai BMT HUDATAMMSrang tgl 14 April
2014.
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Hal tersbut dapat dimaklumi karena nasabah BMT HUBKA
sebagian besar adalah masyarakat menengah ke baaaimemang BMT
HUDATAMA hadir sebagai solusi keuangan bagi mergkag tidak bisa

tersentuh atau terlayani oleh lembaga keuangan.Bank

3. Pengikatan Jaminan di Bawah Tangan

BMT HUDATAMA sebagai pemegang barang jaminan
pembiayaan/kredit, harus bisa membuktikan bahwangabarang tersebut
masih terkait dengan kredit yang diberikannya. Wntitu BMT
HUDATAMAmelakukan pengikatan terhadap barang jaminRengikatan
barang jaminan berbeda untuk jenis barang yang degan jenis barang
lainnya.

Menurut aturan yang berlaku bahwa pengikatan bgemgman tanah
dan kapal untuk tonase tertentu harus dilakukahadiapan pejabat yang
berwenang. Untuk jaminan tanah harus di depan BejRembuat Akta
Tanah.

Oleh karena itu kita mengenal beberapa jenis patayik barang
jaminan antara lain yaitu: APHT (Akta Pengikat HEknggungan). APTH
adalah akta yang memuat tentang nomor sertifikatggdal penerbitan
sertifikat, luas tanah, lokasi tanah dan barangs#mryang ada di atas tanah
tersebut serta besarnya beban hutang yang dilet@kgartanggungjawabkan

di atas tanah tersebut. APHT harus didaftarkanadia® Pertanahan Negara.

> Ibid.
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Akan tetapi oleh BMT HUDATAMA pengikatan jaminamék selalu dengan
APHT. Terhadap pemberian pembiyaan dalam jumlatarbesaka BMT
HUDATAMA menerapkan aturan tersebut, yakni mengjkatinan tersebut
dengan APHT, atau Fidusia. Akan tetapi untuk pesdnly pembiayaan
bersekala kecil menengah dan kecil, maka pengikgamnan hanya
dilakukan di bawah tangan. Dalam prakteknya kredimenandatangani
sejumlah berkas yang menyatakan penyerahan kegamikepada pihak

ketiga yang dibubuhi dengan materai saja.

4. Penanganan Pembiayaan yang Bermasalah
Secara garis besar pola atau bentuk penanganan igyewut
bermasalah yang perlu dilakukan yaitu:

a. Penyehatan Pembiayaan Bermasalah Upaya penyemmatanerupakan
awal penanganan yang wajib dilakukan terlebih daldildalam setiap
menghadapi pembiayaan bermasalah. Upaya penyelamdtpat
dilaksanakan hanya untuk yang berorientasikan mebape kinerja usaha
nasabah itu sendiri serta memperhatikan kemampuamgembalian
kewajiban pembiayaanya, yang pada akhirnya beriujodencegah
timbulnya kerugian lebih lanjut bagi BMT. Sebalilnydilarang
melakukan upaya penyehatan yang hanya bertujuanuk unt
mempertahankan kolektibilitas dan atau penurunawggrdongan kualitas

pembiayaan.
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Upaya penyehatan hanya dapat dilakukan terhadap :

Pembiayaan bermasalah yang terjadi bukan diserdjlukan
oleh nasabah itu sendiri.

Nasabah tersebut benar-benar memiliki iktikad yaagk serta
kemauan untuk melakukan upaya penyehatan.

Nasabah tersebut masih memiliki prospek usaha Yk dan
dimungkinkan untuk dilakukan upaya penyelamatan.

Nasabah yang telah atau diperkirakan akan mengdtaslitan

pembayaran kewajibannya di BMT.

Upaya penyehatan dapat dilakukan dengan melalaicza :

Penjadwalan Kembali (Rescheduling)

Menekankan kondisi perubahan ketentuan yang hameygangkut
Jadwal Pembayaran dan atau Jangka Waktu, dengastasagkan
kondisi kemampuan nasabah di dalam melakukan pdrmaanu
kewajiban fasilitasnya kepada BMT.

Penataan Kembali (Restructuring)

Menekankan kondisi perubahan daripada sebagian sghuwuh
ketentuan-ketentuan pembiayaanberkaitan dengasdani kondisi
struktur fasilitas pembiayaanyang telah diberik

Persyaratan Kembali ( Reconditioning )

Menekankan kondisi sebagian atau seluruh keternearbiayaan

termasuk perubahan jangka waktu dan persyarataygratan
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lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan komstligktur
fasilitas pembiayaanyang telah diberikan kepadabeds
Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
Langkah penanganan penanaman bermasalah melalya upa
penyelesaian ini merupakan langkah akhir dan dilaékan
apabila ternyata upaya penyehatan tidak dapat siediau sulit
dilakukan.
Dalam pelaksanaanya upaya penyelesaian dikelompo&kim
dua langkah yang paling mendasar, yaitu melaluangkah Non
Litigasi dan Langkah Litigasi
a. Langkah Non Litigasi
Upaya penyelesaian ini dilaksanakan dengan tanpa

melalui proses penyelesaian lembaga peradilan yauatey

Pelaksanaannya dengan cara :

1) Melakukan pendekatan kepada nasabah pembiayadmterse
ataupun kepada pemilik jaminan agar bersedia meanbay
atau melunasi kewajibannya pada BMT

2) Melakukan  penekanan pressur¢ kepada nasabah
pembiayaan atau pemilik jaminan baik melalui penaer
surat pemberitahuan atau surat peringatan dan @elag
yang bertujuan agar nasabah pembiayaan terselseder

melunasi kewajibannya pada BMT.
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Maksud dilakukan proses upaya penyelesaian dengéaiuncara non litigasi
ini tidak lain adalah untuk dapat dipenuhinya peyaban kewajiban oleh
nasabah pada BMT HUDATAMA dengan mengharapkan:dari

1. Sumber-sumber pendapatan apa saja yang memungkimdsabah
dapat melakukan pelunasan atau pembayaran kewayibarbaik
berasal dari meminta bantuan keluarganya atau ldamabat atau
relasinya, ataupun dengan melalui penjualan baraitignya yang
bukan menjadi barang jaminan, dan sebagainya.

2. Pelaksanaan penjualan barang yang menjadi jamieagad maksud
agar hasil penjualannya dapat dipergunakan sehlmgjanasan atau
pembayaran kewajibannya pada BRIT.

Adapun pelaksanaaan penjualan barangyang menjadibipgaandapat
dilakukan dengan cara :
1) Penjualan barang jaminan dapat dilakukan :

a) Kepada pihak lain (yang tidak terkait hubungan mukdengan
BMT), baik dilakukan sendiri oleh nasabah pembiayadau
pemilik  jaminan ataupun dengan bantuan BMT
HUDATAMAdalam kapasitasnya sebagai perantara tlasa
penjualan barang.

b) Kepada BMT HUDATAMA, dengan kata lain dibeli senditeh
BMT HUDATAMA dengan cara dibeli melalui pihak yang

ditunjuk untuk itu ataupun langsung oleh Pelaksanaatiap

® Wawancara dengan Agus Sugeng pegawai BMT HUDATAMMSrang tgl 14 April
2014.
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transaksi memperlihatkan aturan dan ketentuan hukamg
berlaku untuk masing-masing jenis barang, untukrjam

berupa tanah dengan sertifikat mengikuti UndangangdPokok
Agraria nomor 1 Tahun 1960 beserta Peraturan Ralaksnya,
sedang untuk barang bergerak wajib mengikuti Kitaidang-

Undang Hukum Perdata yang berlaku, dan lain sebgagai

2) Penjualan barang jaminan kepada pihak BMT HUDATAM# U pihak

yang ditunjuk (lebih dikenal Offset) dilaksanakaandan memperhatikan

hal-hal sebagai berikut :

a)

b)

d)

Bahwa offset hanya merupakan salah satu bentuknganan
pembiayaan bermasalah yang dilakukan melaui nigiagitdengan
jalan menjual barang jaminan yang sekaligus diBeIT.

Bahwa offset penjualan jaminan dilaksanakan dengeksud
untuk menyelesaikan kewajiban nasabah di BMT.

Bahwa pelaksanaan jual beli wajib memperhatikan rdangikuti
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku isdengan
masing-masing jenis barang dan wajib melindungiigpdaukum
BMT HUDATAMA.

Dasar hukum pembelian barang jaminan oleh pihak BMT
HUDATAMAsesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun

1998 tentang Perbankan.
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b. Langkah Litigasi

Langkah ini baru dilaksanakan apabila langkah upeya litigasi
tidak dapat tercapai.

Bentuk pelaksanaannya dilakukan melalui proses dagab
peradilan dengan jalan :

a). Pengajuan gugatan

b). Pengajuan pidana

c). Permohonan Eksekusi Jaminan

d). Permohonan Kepailitan

a). Pengajuan Gugatan

Pengajuan gugatan baru dilakukan bila nasabah pgadm yang
dihadapi sudah tidak ada harapan untuk penyelesseara

sukarela (non litigasi).

5. Pengambilalihan Jaminan

Jaminan yang dijaminkan nasabah kepada pihak BMDATAMA

dapat dilakukan penyitaan. Penyitaan jaminan téugan pada kebijakan

manajemen. Kebijakan manajemen dari BMT HUDATAMAuwamenangani

masalah ini yaitu dengan melalukan eksekusi jamigan pengambilalihan

jaminan yang diserahkan oleh ketiga. Cara tersdalam istilah perbankan

dikenal dengan istilah “AYDA” (Agunan Yang DiamUila).

2014.

’Wawancara dengan Dina Pramesti pegawai BMT HUDAPAS&marang tgl 14 April

69



Sebelum melakukan penyitaan barang jaminan pihak T BM
HUDATAMA memiliki cara-cara sebagaimana yang dilgar menurut ajaran
Islam, seperti:

a. Simpati : sopan, menghargai, dan fokus ke tujuanyipsan

b. Empati : menyelami keadaan nasabah, bicara seakalk Wepentingan
nasabah, membangkitkan kesadaran nasabah untuk emiealgkan
hutangnya.

c. Menekan : tindakan ini dilakukan jika dua tindaksebelumnya tidak
diperhatikan.

Apabila cara ketiga tidak ditanggapi dengan baghatasabah, maka
pihak BMT HUDATAMA terpaksa akan mengambil alih jevan dengan
menjual barang-barang jaminan milik anggota ya@ngan cara mengeksekusi
jaminan.

Adapun sisdur eksekusi jaminan di BMT HUDATAMA adhal
sebagai

berikut:

a. Penerapan eksekusi atas jaminan diupayakan seGamahb tangan
(anggota menyerahkan jaminan untuk dijual secakarsia) dibuktikan
dengan kesepakatan tertulis bermeterai cukup.

b. Untuk tujuan penyelamatan pembiayaan, BMT HUDATAMBbBias
membeli barang jaminan milik anggota bermasalalgaerharga sesuai
harga pasar wajar berdasarkan kesepakatan dengmotandan atau

pemilik barang jaminan.
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c. Bila eksekusi secara bawah tangan tidak tercapakameksekusi
dilakukan melalui prosedur hukum yang berl&ku.

Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 199@rgrHak
Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yangitaarklengan Tanah
diatur tentang cara eksekusi Hak Tanggungan. Eksélak Tanggungan yang
dilakukan oleh BMT HUDATAMA yaitu:

a. Tahap Pelelangan

Pada dasarnya cara eksekusi HakTanggungan disediaksdn
Undang-Undang Hak Tanggungan untuk memberikan kahard dan
kepastian hukum perihal pelaksanaan eksekusi Haggiengan dengan
tujuan untuk menjamin pelunasan hutang anggotart@adari pihak BMT
HUDATAMA sendiri memperhitungkan biaya yang sandmegsar dan
memerlukan waktu yang cukup lama apabila proseskeks atau
pengambilalihan jaminan melalui Pengadilan Negeri.

BMT HUDATAMA melakukan lelang kecil menjual barajgminan
sesuai dengan harga pasarkepada broker yang sedahjasama dalam
hal pembelian barang-barang jaminan. Apabila suli@@mukan pembeli
barang jaminan dengan harga yang bisa menutup skuiaag anggota,
maka hasil penjualan yang digunakan untuk menutapgsuran
jikamasihterdapat kelebihan/sisa akan diberikaraéta@anggota.

Proses tahapan pelunasan kredit melalui pengarhbitalasset

anggotaoleh BMT HUDATAMA secara tidak langsung @@

& Ibid.
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statusberalihnydak belum dilakukan secara sempurna), maka dilakuka
perjanjian ulang yandperhubungan dengan kuasa jual barang jaminan.
Adapun tahapannya sebabgarikut:

i. Dibuatkannya Akta Pengikatan Jual Beli

Para pihak: anggota dengan pembeli(pemenang lelalzgy)

dihadapan PPAT

Isi perjanjian antara lain:

a) Dalam Akta Pengikatan Jual Beli (APJB), dijelaskaahwa
ketiga selaku pemilik jaminan akan menjual baraaginan
berupa tanahkepada pemenang lelang yang dalamnhal i
bertindak sebagai pembeli.

b) Apabila belum dilakukan balik nama atas nama peminelka
penjual diwajibkan memberikan kuasa penuh kepadsbpk
untuk melakukan semua tindakan, baik bersifat persgun
maupun pemilikan atas tanah tersebut (yang berkdigmgan
proses balik nama).

ii. Menyerahkan kepada pembeli Surat Kuasa untuk miénjua
melepaskan hak.

Isi surat kuasa:

Menyelesaikan dan menandatangani akta jual bt p&lepasan

hak dan untuk itu membuat, menandatangani dan/ t#ada

penyerahannya.
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Dengan penyerahan barang jaminan dari anggotaatan/pemilik
jaminan kepada BMT HUDATAMA dan membuat AJB kepadanbeli, maka
kewajiban atau hutang anggota kepada BMT HUDATAMAMN selesai atau
lunas dengan dikeluarkannya surat keterangan loleaispinak BMT. Apabila
nilai hasil jual beli jaminan lebih besar daripastddo debet pinjaman, maka
kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada debigur anggota.

Hak milik atas tanah tersebut sudah beralih katefeh dilakukan
atau dibuat akta jual beli (AJB) tanah di hadapBAP. Hal ini jelas terlihat
dalam ketentuan sebagaimana termuat dalam Pas@ei@iuran Pemerintah
No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaadp pookoknya
menyatakan:

“Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan seshet baru atas
tanah, harus dibuktikan dengan sesuatu akta ydngdoleh dan di hadapan pejabat
yang ditunjuk untuk itu”

Berdasarkan penjelasan diatas maka secara huktus stas barang
jaminan berupa dua bidang tanah tersebut telahaaiemjilik pembeli.
6. Keberadaan Barang Jaminan
Tak beda dengan Koperasi Jasa Keuangan SyariahydirBMT
HUDATAMA Semarang ketika terjadi transaksi pemingm pasti akan
diminta jaminan, baik itu berupa barang maupun greak yang posisinya
sebagai penjamin dari kreditur, ini bertujuan sapleditur mempunyai i'tikat

baik dan tidak menyalah gunakan kepercayaan ydmgyikian dan ketika ada

° Wawancara dengan Agus Sugeng pegawai BMT HUDATAMMSrang tgl 14 April
2014.
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wanprestasi (kreditur tidak bisa mengembalikan gomgn) maka barang
jaminannya akan dihargai oleh pihak ketiga, apaftérga barang jaminannya
melebihi jumlah pinjaman, maka sisanya akan dikdikdoa kepada kreditur

yang mengalami wanprestasi tersebut.

Kedudukan Barang Jaminan di KJKS BMT HUDATAMA aalal
sebagai pengikat kreditur untuk mengembalikan fyutesuai prosedur yang
telah disepakati pada waktu agad. Sedangkan kedserdzhrang jaminan yang
telah diberikan di simpan dalam Brankas atau terggag aman di masing —
masing Cabang BMT HUDATAMA.

Di Indonesia semua hukum negara baik hukum perdatgpun pidana
diatur dalam perundang-undangan, tentunya dengesifigasinya masing-
masing. Sedangkan mengenai jaminan ada berbagaiuger perundang-
undangan yang mengaturnya dalam rangka melaksansikiam kehati-
hatian (prudential) yang harus perhatikan dan ddakkan oleh industri
lembaga keuangan baik bank maupun non bank, sekupalasi, BMT dan
lainnya. Peraturan perundang-undangan tersebutaatdaen dapat dilihat
dalam ketentuan-ketentuan UU No. 7 Tahun 1992 ngnRerbankan, yang
telah dirubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, permaturgeraturan Bank

Indonesia dan KUH Perdat3.

° Ahmad Syifaul Anam,Implementasi Hukum Jaminan Lembaga Keuangan Mikro
Syari'ah (Studi Kasus BMT di Kota Semaranpgsis Magister lImu Hukum, Semarang, Undip,
2009, h. 39, td.
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Berikut ini akan disebutkan beberapa dasar hukurdalsarkan pasal
perundang-undangan di atas yang terkait dengannsitge jaminan di
perbankart?

a. Dalam UU No. 10 Tahun 1998 terdapat pada Pasaln8pdajelasanya,
Pasal 8 ayat (1) serta Pasal 12 A ayat (1) beimkut

“...Dalam memberikan kredit atau pembiayaan ber#tasa prinsip
yari’ah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan beadesn analisis
yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan dertmnggupan
ketiga untuk melunasi hutangnya atau mengembalipambiayaan
dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan” (Passb8(1))

“Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syawang diberikan bank
mengandung resiko, sehingga dalam peleksanaanny& Ilerus

memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembidgmdarkan prinsip
syari’ah yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersgminan pemberian
kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syadaam arti keyakinan
atas kesanggupan nasabah ketiga untuk melunasijikemnya sesuai
dengan yang diperjanjikan merupakan faktor pentyang harus

diperhatikan bank. Untuk memperoleh keyakinan tarse sebelum

memberikan kredit, bank harus melakukan penilai@mgy seksama
terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan gkogpaha dari
Nasabah ketiga. Mengingat bahwa agunan sebagah satu unsure
pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unssuruain telah dapat
diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah katgagembalikan

utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, patgakhak tagih yang
dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah’.(penjelasan Pasal 8

ayat (1))

“Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agumaik melalui
pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkawyepghan secara
sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kugs#& menjual di luar
lelang dari pemilik agunan dalam Nasabah ketigkaktimemenuhi

% pid., h. 39-42.
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kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agwarandibeli tersebut
wajib dicairkan secepatnya.(Pasal 12 A ayat (1))

b. Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/7/PEIR0tentang
kausalitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syari'ah Faga(ayat 1) dan
penjelasannya, dan pada PAPSI (Pedoman Akuntansafean Syari'ah
Indonesia) tahun 2003 Bank Indonesia:

"Penanaman dana Bank Syariah pada Aktiva Prodwijib dilaksanakan

berdasarkan prinsip kehati-hatian.”. (Pasal 2 (ayat

Secara garis besar semua hukum dalam Islam bersutiabe al-
Quran dan al-Hadits. Mengenai jaminan, Allah bremn dalam surat al-
Bagarah ayat 283 sebagaimana berikut :

J240€00 WOXIHARN®R HORs¢R CPHETCAD HYROEO X
O I ORLPYO ¢ G X3, &5 LA X @D BXOCOE X
EAES>YrDe<= BIPYAOM »RXKee B <OV E€E:SOOY
HINOD =¥ I O LA Lo I 0 erOX'RO-H® o F A =D ¢
DEOXHP0 A Lo - PRI OO @0 C€OE= @GO
ITedeO BO0RNOOAO ¢ wa de BHUECOEINEr s <00
OE€EQ€EZTH'A LY 07 HOE€O# N0 . AV O€IIZ40
SHONEHEN ¢HODHEAO D e o BHONE +750€0
XU

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidacara tunai)

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Ni@kalaklah ada

barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpigitaakan tetapi

jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang Mdiaka hendaklah

yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutanymygan hendaklah

ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlaimia(para saksi)

Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang

menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalalygfamg berdosa
hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kantjakan?

Disebutkan juga dalam surat Yusuf ayat 72 sebagyéiu:

? KementrianAgama RI,Mushaf Al-Qur'an TerjemahTangerang: PT. Indah Kiat & Paper
Tbk., 2009, h. 49.
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QERNERAON Wa J S QOACE COFONHID BN wa L
1WOBNDE<= Rur?f@d OOV SALSLRIT ITRHON weO
& I BP0 KA OOV Ha 4O e0

Artinya: Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan pi&aja, dan siapa

yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahakaman
(seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadaphiya"

Dalam kitab Sunan at-Tirmidzi Nabi SAW bersabda:

iR g"ﬂyd\ ki Jeir 28 wu G e S5 Y6 ,» KEe 3 Gis
(}"5 g 8132 ;,)w\ t\:.,!\ s ale 4..!9.;;!\ & ‘333.; V.L.dj 4,.1_; ATl «51"’ sS‘J‘ oo Jé Bl

leaks LAN5 3)8

Artinya: Hannad dan Aly ibnu Hujr menceritakan kepada sayereka berdua
berkata; Ismail ibnu ‘Ayyas menceritakan kepada kaari Syurahbil
ibni Muslim al-Khdi aulany dari Abi Umamah, ia batk; saya
mendengar Nabi SAW bersabda dalam khuthbah tahyn weda’
“Pinjaman hendaklah dikembalikan, orang yang menjamvajib untuk
membayar, dan hutang wajib membayar”.

Dari dasar hukum Islam di atas menegaskan bahveasdifghkannya
meminta jaminan atas hutang yang digelontorkan d@p&etiga tentunya
dengan syarat dan ketentuan-ketentuan yang teddihr dialam syariat Islam.
Secara umum teori jaminan dalam hukum Islam dilbagnjadi dua, yaitu
jaminan yang berupa orang (personal guaranty) demnpn yang berupa

harta benda. Yang pertama sering dikenal dengalahistlaman atau

Kafalah Sedangkan yang kedua dikenal dengan istdah.

* Ibid., h.244.
" Imam At-Titmidzj ShahihSunan at-TirmidziEbook, Bab Buyu’, Hadits Nomor 1265.
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Dengan demikian, BMT HUDATAMA Semarang telah meldm
praktek pengadaan barang jaminan tersebut sesugitgtah dilandaskan oleh
hukum, baik hukum Negara ataupun hukum Islam.

B. Analiss Hukum Islam Terhadap Implementas kedudukan barang

Jaminan di BMT HUDATAMA Semarang

Dari dasar hukum Islam di atas menegaskan bahveldijehkannya
meminta jaminan atas hutang yang digelontorkan d@p&ketiga tentunya
dengan syarat dan ketentuan-ketentuan yang teddir dialam syariat Islam.
Secara umum jaminan dalam hukum Islam dibagi medjaa, yaitu jaminan
yang berupa orang (personal guaranty) dan jamiaag berupa harta benda.
Yang pertama sering dikenal dengan istdiddiman atau KafalahSedangkan
yang kedua dikenal dengan istilahn.

Secara garis besar semua hukum dalam Islam bersutiabe al-

Quran dan al-Hadits. Mengenai jaminan, Allah bemin dalam surat al-
Bagarah ayat 283 sebagaimana berikut :

J20@0 WOXHAR®R FOE¢R OHECAG YROSO X
O IIORLPO +o e B EN, s X <@ BXOCOE X
27AE> Y24 EIRNEOW Qe B <OSJAEmG0OY
HINOD =¥ I O LA Lo I Q0 erOXRO-H ™ o F A D¢
DEOXRHP0O AFo d PR IGO0N OO0 OE€OI=OCOOEOL]
JIK 2% dm | BO0ROOREYO4 Wwa dr BHUCOEINEHr s <00
OEQEZItHA LY@ HOE€O# IR0 o N O€ILZ40
SHONEHEN ¢HODHRO D+ L ROV +5a0F€0
XU

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidscara tunai)

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Niakalaklah ada

barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpigitaakan tetapi

jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang Miaka hendaklah
yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutanyjmgmn hendaklah
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ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlaimia(para saksi)
Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang
menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalalyg@amg berdosa
hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kantjakan*®

Disebutkan juga dalam surat Yusuf ayat 72 sebagyédu:

QENEAOTEL - 0D COFOVHIT B-OMac L
20BN D¢E KuprfOd OQORNE SALLRIT ITHON w60
& PN > BHOQREw DY ORE o ¢ 300160

Artinya: Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piaja, dan siapa

yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahakaman
(seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadaptfya"

Dalam kitab Sunan at-Tirmidzi Nabi SAW bersabfa:

@\fgy,,a\ ok ; U,J..,—,o‘,ewuu, o) S5 w,»u, ) 3 Gis

-—\n

s 8155 By 13 i a6 iy @ Ok s ke i Jo o Eaess 06 e

‘;.'25.3 * -U\j e)\.c

Artinya: Hannad dan Aly ibnu Hujr menceritakan kepada sayereka berdua
berkata; Ismail ibnu ‘Ayyas menceritakan kepada kaari Syurahbil
ibni Muslim al-Khdi aulany dari Abi Umamah, ia betk; saya
mendengar Nabi SAW bersabda dalam khuthbah tahyn weda’
“Pinjaman hendaklah dikembalikan, orang yang menjamvajib untuk
membayar, dan hutang wajib membayar”.

Dari dasar hukum Islam di atas menegaskan bahveldijehkannya
meminta jaminan atas hutang yang digelontorkan d@p&ketiga tentunya
dengan syarat dan ketentuan-ketentuan yang tedditr dialam syariat Islam.
Secara umum teori jaminan dalam hukum Islam dilpagnjadi dua, yaitu

jaminan yang berupa orang (personal guaranty) demnpn yang berupa

® KementrianAgama RI,Mushaf Al-Qur'an TerjemahTangerang: PT. Indah Kiat & Paper
Tbk., 2009, h. 49.

*® Ibid., h. 244,

Y Imam At-Titmidzi Sunan at-TirmidziAl-Maktabah as-Shamela, Jilid 2, Hadits No. 1265.
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harta benda. Yang pertama sering dikenal dengalahistlaman atau

Kafalah Sedangkan yang kedua dikenal dengan istdah.

a. Kafalah

Kafalah menurut etimologi berarti al-dhamanah, hamalattan
za’aamah, ketiga istilah tersebut memilki agtang sama, yakni
menjamin atau menanggung. Sedangkan menuruhin@ogi Kafalah
adalah Jaminan yang diberikan olédafiil (penanggungkepada pihak
ketiga atas kewajiban/prestasi yang harus ditunaikihak kedua

(tertanggung).

Kafalah dinilai sah menurut hukum Islam kalau memenuhurulan

Syarat , yaitu:

1) Kafiil (orang yang menjamin), disyaratkan sudah baligirakal tidak
dicegah membelanjakan hartenahju) dan dilakukan dengan
kehendaknya sendiri.

2) Makful lah (orang yang berpiutang/berhak menerima jaminan),
syaratnya ialah diketahui oleh orang yang jamem, ridha
(menerima), dan ada ketika terjadinya akad menjamin

3) Makful ‘anhu (orang yang berutang/yang dijamin), disyaratkan
diketahui oleh yang menjamin, dan masih hidup thetati).

4) Madmun bih atau makful bih (hutang/kewajiban yang dijamin),
disyaratkan; merupakan hutang/prestasi yang hapayat atau dipenuhi,
menjadi tanggungannyanékful anhy dan bisa diserahkan oleh

penjamin Kafiil).
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5) Lafadz ijab gabul, disyaratkan keadaanfada itu berarti
menjamin, tidak digantungkan kepada sesuatu daak tiderarti
sementara®

Kafalah dibagi menjadi dua bagian, yaiafalah dengan jiwa
(Kafalah bi al-nafg dan Kafalah dengan hartgKafalah bi al-maa).
Kafalah dengan jiwa dikenal pula dengatafalah bi al-Wajhi, yaitu
adanya kesediaan pihak penjamahKafil, al-Dhaminataual-Za’'im) untuk
menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yafanjkan tanggungan
(Makful lah).

Kafalah denganhartg yaitu kewajiban yang mesti ditunaikan oleh
dhamin atau kafil dengan pembayaran (pemenuhaopadrartakafalah
harta ada tiga macam, yaitu: 1Kafalah bi al-Dayn yaitu kewajiban
membayar hutang yang menjadi beban orang laitKafalah dengan
penyerahan benda, yaitu kewajiban menyerahl@armda-benda tertentu yang
ada di tangan orang lain, separtengembalikan barang yang di-
ghashab dan menyerahkan barang jualan kepadbepe 3) Kafalah
dengan ‘aib, maksudnya adalah jaminan bahwa bjrang yang dijual
ternyata mengandung cacat, karena waktu yanguddaila atau karena
hal-hal lainnya, maka penjami(pembawa barang) bersedia memberi
jaminan kepada penjuahtuk memenuhi kepentingan pembeli (mengganti
barang yang cacat tersebut).

b. Rahn

BAbdul Rahman Ghazaly , dkiEjgh Muamalat,Jakarta: Pena Grafika, 2010, h.
206 — 207.
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Secara etimologi, katar-rahn berarti tetap, kekal, dan jaminan.
Akad ar-rahn dalam istilah hukum positif disebut denganrabg
jaminan. Sedangkan menurut ulama madzhab Malilahsar-rahnadalah
Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminanngtayang bersifat
mengikat®. Obyek jaminan dapat berbentuk materi, atanfaat, dimana
keduanya merupakan harta menurut jumhur ulama. 8eatg dijadikan
barang jaminan tidak harus diserahkan see&taal, tetapi boleh juga
penyerahannya secara hukum, sepeetijadikan sawah sebagai jaminan,
sehingga yang diserahkan adalah surat jaminanestiiksit sawah§°

Berbeda dengan definisi di atas, menurut ulama i'§ydf dan
Hanabilah, ar-rahn adalah menjadikan materi (baraelgagai jaminan utang,
yang dapat dijadikan pembayar utang apabiiang yang berutang tidak
bisa membayar utangnya ftu.
dijadikan jaminan utang itu hanya yang bersifat anattidak termasuk
manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulamazihrabdMalikiBarang
jaminan itu boleh dijual apabila utang tidak dagétnasidalam waktu
yang disepakati kedua belah pihak.

Para ulama figh mengemukakan bahwa akad ar-rahaletiitan
dalam Islam berdasarkan al-Quran dan sunnah Rafdlam surah Al-

Baqgarah, ayat 283, berbunyi:

¥bid., 265.

2bid. 268.

2! |bid., 266 — 268.
2 bid., 271.
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“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak
mendapatkarseorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan
yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu empercayai
sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaijtai menunaikan
amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertagwaa&apAllah,
Tuhannya. Dan janganlahkamu menyembunyikan kesaksian,
karena barang siapanenyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor

(berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamueken”.

Rahn dinilai sah menurut hukum Islam, apabila telah reeuahi

rukun dan syarat sebagai berikut:

1)

2)

Syarat yang terkait dengan orang yang berakad lada&kap

bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menulama adalah
orang Yyang telah baligh dan berakalfayyiz Sedangkan menurut
ulama Hanafiyah, kedua belah pihak ydreyakad tidak disyaratkan

baligh tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab nienurut mereka anak

kecil yang mumayyiz boleh melakukan akad rahn, dengan syarat akad

ar-rahn yang dilakukan anak kecil yang sudaimayyizni mendapatkan
persetujuan dari walinya.

Syarat shighat (lafal). Ulama Hanafiyah mengatattalam akad ar-rahn
tidak dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitdengan masa yang
akan datang karena ar-rahn sama dengan akad juaApmbila akad
itu dibarengi dengan syarat tertentu atauitti&a dengan masa yang
akan datang, maka syaratnya batal, sedangkan nygkadsah. Ulama
Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakapabila syarat itu
adalah syarat yang mendukung kelancaran akadnidika syarat itu

diperbolehkan,tetapi apabila syarat itu bertentandengan tabiat akad

83



3)

4)

ar-rahn maka syaratnya batal. Kedua syarat ditatagsuk syarat yang

tidak sesuai dengan tabiat ar-rahn, karenanyatsyardinyatakan batal.

Syarat yang dibolehkan itu, misalnya, untuk saharyeahn itu, pihak

pemberi utang minta agar akad itu dig@noleh dua orang

saksi. Sedangkan syarat yang batal, misalmysyaratkan bahwa

agunan itu tidak boleh dijual ketika ar-rahn ittwfatempo dan orang yang

berutang tidak mampu membayarnya.

Syaratal-marhum bihi(utang) adalah:

a) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepamt@ang tempat
berutang.

b) Utang itu boleh dilunasi dengan agunan itu.

c) Utang itu jelas dan tertentu.

Syaratal-marhun (barang yang dijadikan jaminan), menurut para paka

figh, adalah:

a) barang jaminan itu boleh dijual dan nilaingaimbangiengan
utang,

b) barang jaminan itu bernilai dan dapat dimanfaatkan,

c) barang jaminan itu jelas dan tertentu,

d) jaminan itu milik sah orang yang berutang,

e) barang jaminan itu tidak terkait dengan hak oraing |

f) barang jaminan itu merupakan harta yang utuitdak

bertebaran dalam beberapa tempat, dan barang janitunaboleh
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diserahkan baik materinya maupun manfaatfya.

Di samping syarat-syarat di atas, para ulafithh sepakat
menyatakan bahwa ar-rahn itu baru dianggap sem@pahila barangang
dirahn-kan itu secara hukum sudah berada di tapgamberiutang, dan
uang yang dibutuhkan telah diterima peminjarang. Apabila barang
jaminan itu berupa benda tidak bergerak, sepeartaltudan tanah, cukup surat
jaminan tanah atau surat-surat rumah itu yang dipggleh pemberi utang.
Syarat yang terakhir (kesempurnaanrahn) oleh para ulama disebut
sebagaigabdh al-marhurfbarangaminan dikuasai secara hukum).

Apabila barang jaminan itu telah dikuasai oleh pemlutang,
maka akadar-rahn bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Glebab
itu, utang itu terkait dengan barang jaminan, sgi@napabilautang tidak
dapat dilunasi, barang jaminan dapat dijual damgithbayar. Apabila
dalam penjualan barang jaminan itu ada kelebitmaka wajib dikembalikan
kepada pemilikny&?

Kedudukan jaminan dalam pembiayaan sebagai pehgigatBMT
HUDATAMA Semarang untuk menggelontorkan pembiaygsada pihak
ketiga diperbolehkan dalam figih. Pemnjaminan ifkategorikan sebagai

Rahn?®

% Ibid., h. 268.
*Ibid.

» Wawancara dengan Agus Sugeng pegawai BMT HUDATAM#&nSrang tgl 14
April 2014.
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Rahn yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang
diperbolehkan dengan dasar hukdh :
1. Al-quran (Qs. Al Bagarah 283)

" Jika kamu dalam perjalanan ( dan bermuamalah kdsecara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh penulis, maka henda&dg barang
tanggungan yang dipegang ( oleh yang berpiutang)...

2. Hadits
Hadits . Hadits riwayat Bukhori dan al-muslimidaisyah r.a berkata:

"Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makagengan
berutang dari seorang yahudi dan nabi menggadaikabuah baju beji
kepadanya”

Hadits nabi riwayat al-Syafi'i Al Daraquthni dannlb majah dari
Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda :

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari peinil yang
menggadaikannya. la memperoleh manfaat dan menagggsikonya.”

3. ljma Para ulama sepakat membolehkan akad Rahnaasbhikrang yang
digadaikan adalah sepenuhnya hak milik pihak ketiga

Dan pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadara penuh
sepanjang tidak mengakibatkan berkurangnya nilaarga gadai tersebut.
Namun ulama madzab Hambali berpendapat bahwa psngadai tidak boleh
memanfaatkan barang gadai.

Jaminan dalam pembiayaan bank syariah menempatisi pos
pendukung atau penguat bagi bank untuk memberikarbiayaan bagi pihak

ketiga. Akan tetapi sebaiknya jaminan bukanlah ayanutlak pemberian

* DSN —MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUbKkarta : Bl-
MUI, 2006, h.150-152.
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pembiayaan melainkan sebagai penguat dari penilar@aiisa kemampuan
bayar dari pihak ketiga yang diperoleh dari peailaaset dan usaha yang
dijalankan oleh pihak ketiga ( ketiga).
Berdasarkan beberapa paparan dan analisis hukam tglrsebut di
atas, maka menurut penulis pelaksanaan kedudukangg@minan di BMT
HUDATAMA Semarang yang menggunakadafalah dan rahn tidak

bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
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